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ABSTRACT


Competent human resources is very important in placing civil servants in a position. The placement of civil servants in structural positions must be in accordance with their competencies and in accordance with the principle of “the right man in the right place”.This study is intended to convey and describe how the process of placing civil servants in structural positions in the personnel and Human Resource Development Agency of Gunung Mas Regency.This study was conducted with qualitative research with descriptive method and inductive approach. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation, as well as data analysis techniques used are using data reduction, data presentation and conclusion. The results of the research conducted by the researchers showed that the placement of structural officials in the personnel agency and Human Resource Development of Gunung Mas Regency actually has been running well and follow the regulations that should but not fully meet the existing regulations. This is due to the lack of human resources of civil servants in the personnel and Pengmbangan qualified human resources, budget constraints and there are still subjectivity factors. Efforts made by the personnel and Human Resource Development Agency of Gunung Mas Regency to overcome these problems are by improving and maximizing the competence of civil servants through education and training activities using the available funds. In this study, the authors provide suggestions, namely in order to maximize the implementation of Education and training so that the competence of civil servants can be increased so that they can meet the requirements to be placed in structural positions.
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ABSTRAK

Sumber daya manusia yang berkompeten merupakan hal yang sangat penting dalam menempatkan Pegawai Negeri Sipil didalam suatu jabatan. Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan sesuai dengan prinsip “the right man in the right place”. Penelitian ini dimaksud untuk menyampaikan dan mendeskripsikan bagaimana proses penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yaitu secara wawancara, observasi, dan dokumnetasi, serta untuk Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan menunjukan bahwa penempatan pejabat struktural di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan mengikuti peraturan yang seharusnya namun belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang ada. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengmbangan Sumber Daya Manusia yang memenuhi syarat, keterbatasan anggaran serta masih terdapat faktor subjektivitas. Upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas untuk mengtatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan dan memaksimalkan kompetensi dari Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan dana yang tersedia. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran, yaitu agar dapat memaksimalkan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan agar kompetensi Pegawai Negeri Sipil dapat meningkat sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk dapat ditempatkan pada Jabatan Struktural. 
Kata Kunci : Kompetensi, Jabatan Struktural, Pegawai Negeri Sipil


I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 
Pemerintahan lndonesia dibagi  menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat dipimpin oleh presiden dan wakiI presiden serta pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah. Pemerintah daerah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pada Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik lndonesia”. 
Pada saat ini lndonesia sedang gencarnya melakukan reformasi birokrasi sebagai salah satu Iangkah untuk mencapai tujuan negara. Seperti yang kita ketahui bahwa reformasi birokrasi menyangkut tentang sumber daya manusia. Yang pada dasarnya sumber daya manusia itu dituntut untuk seIaIu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki agar dapat bekerja dengan maksimaI ditengah perkembangan zaman. Manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien adaah haI yang sangat diperlukan untuk menghasiIkan sumber daya manusia yang profesional.
HaI penting yang perIu diperhatikan daIam manajemen sumber daya  manusia  itu adaIah berkaitan dengan penempatan seseorang daIam suatu organisasi. Karena penempatan seseorang ini dapat memperngaruhi kinerja dari organisasi tersebut. MaIayu S.P Hasibuan (2013:14) mengatakan bahwa “menetapkan penarikan, seIeksi, dan penempatan seseorang harus berdasarkan prinsip the right man on the right pIace and the right man in the right job”. Yakni berarti daIam menepatkan seorang pegawai daIam suatu organisasi harus tepat dan sesuai dengan kompetensi yang dimiIikinya. 
Pada hari Rabu 1 September 2021, penulis melakukan wawancara via telepon dengan salah satu staf Bidang Pengembangan Aparatur di BKPSDM Kabupaten Gunung Mas yaitu Purna Praja Angkatan XXIII Yaitu Bapak Diaz S.STP, beliau menyatakan bahwa: 
“Pada saat ini pelaksanaan diklat tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kurangnya dana yang ada sehingga menurunkan minat serta motivasi pegawai untuk mengembangkan kompetensi yang ada serta hal tersebut menyebabkan adanya stigma bahwa kinerja pegawai yang sudah mengikuti dikIat dan beIum mengikuti dikIat sama saja.”

		Dari uraian permasalahan yang terjadi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gunung Mas maka penulis mendapatkan identifikasi masalah yaitu masih terdapat Pegawai Negeri SipiI yang menduduki jabatan strukturaI tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki dan tidak mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon yang dimiliki, kekurangan dana untuk melaksanakan diklat, masih terdapat anggapan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan satu formalitas saja sehingga diklat tidak dianggap begitu penting, dan kurangnya minat atau motivasi pegawai dalam mengikuti diklat untuk mengembangkan kompetensinya. Dalam penelitian ini penulis melakukan lokasi penelitian yaitu di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Penempatan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kompetensi DaIam Jabatan Di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Provinsi KaIimantan Tengah”.
1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)
		Pelaksanaan diklat tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kurangnya dana yang ada sehingga menurunkan minat serta motivasi pegawai untuk mengembangkan kompetensi yang ada serta hal tersebut menyebabkan adanya stigma bahwa kinerja pegawai yang sudah mengikuti dikIat dan beIum mengikuti dikIat sama saja.
II. Penelitian Terdahulu
Pertama yaitu penelitian oleh Nana Indriati, 2017, dengan judul AnaIisis OptimaIisasi Sistem Penempatan Pegawai Negeri SipiI Berbasis Kompetensi pada Inspektorat Kota Tangerang. Kedua penelitian oleh Maria Margareta Reginalsi, 2020, dengan judul Evaluasi Penempatan Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke. Ketiga, penelitian oleh Rahmi Hafizah, 2020, dengan judul Optimalisasi Penempatan Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi DaIam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri SipiI di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tangerang.
Terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki tiga penelitian sebelumnya, yaitu mulai dari lokasi penelitian, fokus penelitian, teori dan yang digunakan. Perbedaan tersebut nantinya pasti akan menghasilkan fenomena penelitian yang berbeda. Namun terdapat persamaan yaitu objek penelitian dan metode penelitian yang dilakukan. Melalui tabel perbandingan ini penulis berharap itu dapat menjadi pembanding dengan hasil peneIitian yang akan penulis Iakukan.

2.1. Pernyataan Kebaruan Ilmiah
Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dam merupakan masalah khusus yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas.

2.2. Tujuan. 
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini meliputi:
1. Untuk mengatahui penempatan Pegawai Negeri SipiI berbasis kompetensi daIam jabatan strukturaI di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penempatan Pegawai Negeri SipiI berbasis kompetensi daIam jabatan struktural berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas?
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang diIakukan daIam mengatasi hambatan penempatan Pegawai Negeri SipiI berbasis kompetensi daIam jabatan strukturaI berbasis kompetensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas?
III. METODE
	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.  Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara (interview), observasi (observation), dan dokumentasi (taking notes). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti menganalisis pengembangan dengan menggunakan teori dari Spencer dan Spencer daIam Wibowo (2017:273), dimana dimensi pengukuran kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, konsep diri, motif dan sifat.
A. Pengetahuan, ada beberapa pegawai yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dimiliki. Tidak dapat dipungkiri bahwa di daerah-daerah tertentu yang memiliki keterbatasan Pegawai Negeri Sipil, pengalaman merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penempatan pegawai. Pengalaman yang dinilai biasanya yaitu berkaitan dengan seberapa lama seseorang sudah bekerja, serta bagaimana track record semasa bekerja pada bidang yang ditekuni sebelumnya. Karena pasti dalam setiap jabatan yang pernah diduduki pasti akan mendapatkan pengetahuan dan bekal untuk menghadapi pekerjaan yang akan mendatang. BKPSDM kabupaten Gunung Mas telah melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik. BKPSDM Kabupaten Gunung Mas sebenarnya sudah berusaha untuk menepatkan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan sesuai dengan peraturan yang ada namun karena keterbatasan SDM maka penempatan Pegawai Negeri Sipil lebih melihat kepada pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki pegawai yang bersangkutan namun tetap memperhatikan peraturan yang seharusnya. Dengan pengetahuan yang dimiliki tersebut maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat menyelesaikan pekerjaanya dengan baik dan bertanggungjawab.
B. Keterampilan, keterampilan dan penguasaan teknis operasional yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil di BKPSDM Kabupaten Gunung Mas terbilang masih kurang, karena masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural namun belum mengikuti pelatihan kepemimpinan, namun melihat dari hasil kinerja yang disampaikan bahwa hal tersebut tidak menjadi suatu hambatan yang sangat besar, mengingat bahwa keterampilan bisa didapat dari berbagai kursus yang diikuti. Anggaran merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan diklat, dan anggaran ini adalah hambatan dalam pelaksanaan diklat di BKPSDM Kabupaten Gunung Mas.
C. Konsep Diri, pelaksanaan tugas dan pekerjaan di BKPSDM Kabupaten Gunung Mas sudah berjalan dengan lancar dan baik dimana para pegawai melakukan tugas pekerjaan dengan bersikap loyal dan jujur terhadap atasan serta sesama pegawai dan sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang seharusnya.
D. Motif, Motif/ dorongan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil Di BKPSDM Kabupaten Gunung Mas sudah baik karena adanya motivasi dan dorongan dari pimpinan serta suasana kantor yang begitu penuh dengan kekeluargaan, hal ini tidak hanya berdampak kepada motivasi pegawai tetapi juga membantu pegawai untuk dapat lebih mudah menyesuaikan diri dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dengan baik. 
E. pemimpin memiliki andil yang cukup besar terhadap tingkat disiplin pegawainya, karena setiap pemimpin harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada pegawainya. Dengan memberikan contoh yang baik maka akan lebih mudah menimbulkan kesadaran bagi pegawai untuk menaati peraturan yang ada.

	Faktor penghambat meliputi Keterbatasan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk ditempatkan dalam jabatan structural, Adanya faktor subjektivitas dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kompetensi Dalam Jabatan Struktural di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas. Faktor subjektiv ini meliputi diantaranya kedekatan politik dan kedekatan keluarga serta Terbatasnya dana untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Kompetensi. Dari ketiga faktor diatas yang menjadi penghambat utama adalah terbatasanya sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	Upaya yang dilakukan oleh BKPSDM meliputi Meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sesuai dengan kebutuhan, Memaksimalkan dan mengupayakan Pegawai Negeri Sipil yang terbaik untuk menduduki jabatan strruktural yang ada, Menggunakan dana yang ada secara efektif dan efisien agar kegiatan pengembangan kompetensi tetap berjalan dengan baik dan lancer serta Melaksanakan ujian kualifikasi dengan transparan dan profesional terhadap Pegawai Negeri Sipil yang hendak menduduki jabatan struktural. 

V. KESIMPULAN
		Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan pemnbahasan dari indikator yang dibahas didalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penempatan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kompetensi dalam Jabatan Struktural di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas, sebenarnya pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKPSDM Kabupaten Gunung Mas selalu berusaha untuk merekomendasikan nama-nama yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan juga memperhatikan pengetahuan, keterampilan, konsep diri, motif dan sifat yang dimiliki namun Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural tetap merupakan kewenangan dari Kepala Daerah. kepala daerah dalam menempatkan Pegawai Negeri Sipil memiliki pertimbangan khusus dengan melihat sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil yang ada.
2. Faktor penghambat meliputi Keterbatasan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk ditempatkan dalam jabatan structural, Adanya faktor subjektivitas dalam Penempatan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kompetensi Dalam Jabatan Struktural di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas. Faktor subjektiv ini meliputi diantaranya kedekatan politik dan kedekatan keluarga serta Terbatasnya dana untuk melaksanakan kegiatan pengembangan Kompetensi. Dari ketiga faktor diatas yang menjadi penghambat utama adalah terbatasanya sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Upaya yang dilakukan yaitu Meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sesuai dengan kebutuhan, Memaksimalkan dan mengupayakan Pegawai Negeri Sipil yang terbaik untuk menduduki jabatan strruktural yang ada, Menggunakan dana yang ada secara efektif dan efisien agar kegiatan pengembangan kompetensi tetap berjalan dengan baik dan lancer serta Melaksanakan ujian kualifikasi dengan transparan dan profesional terhadap Pegawai Negeri Sipil yang hendak menduduki jabatan struktural. 

VI. UCAPAN TERIMA KASIH 
Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala BKPSDM serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.
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